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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-

Undang Kewarganegaraan), kewarganegaraan dipandang sebagai hal dasar yang 

berhubungan dengan warga negara. Hak asasi yang merupakan unsur hakiki dan 

unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan 

timbal balik antara warga negara dan negaranya.1 Negara menjamin perlindungan 

dan pelaksanaan kepada warga negara.2 Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen (selanjutnya disebut UUD 1945), telah 

mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi 

manusia dan hak warga negara.3 

 Hubungan antara negara dan perseorangan lebih nyata pentingnya status 

kewarganegaraan seseorang. Hubungan negara dan warga negara berkaitan 

dengan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap warganya. Hubungan 

antara perseorangan (private personen) bahwa sebenarnya kewarganegaraan itu 

tidak ada artinya daripada keanggotaan suatu negara.4 Negara tanpa warga negara 

belum dikatakan sempurna. Warga-warga ini merupakan suatu anasir yang tidak 

                                                             
1 Jimly Asshiddiqie,  Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, 

Jakarta, 2007, h.667.  
2 Ibid. 
3 Ibid, h. 669. 
4  Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 3-4, 

dikutip dari J.G. Starke, An Introduction to International Law, h. 180.  
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dapat dielakkan bila suatu organisasi hendak memperkenalkan diri sebagai suatu 

negara.5 Sebagai sebuah negara yang berdaulat Indonesia pasti mempunyai 

penduduk, baik yang  berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara 

asing. 

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan 

merupakan telah mengatur betapa pentingnya hubungan antara negara dan warga 

negara, adapun beberapa pendapat para ahli tentang kewarganegaraan antara lain  

sebagai berikut:6 

Menurut Daryono, kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup hak 

serta kewajiban warga Negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan 

seseorang didalam satuan politik tertentu (secara khusus ialah Negara) 

yang dengannya akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam 

kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian ialah 

disebut dengan warga Negara. 

Menurut Wolhoff, Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa 

tertentu yakni ialah sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya 

dikarenakan kesatuan bahasa kehidupan sosial-budaya serta kesadaran 

nasionalnya. Kewarganegaraan pun memiliki kemiripan dengan 

kebangsaan yang membedakana ialah hak-hak untuk aktif dalam 

perpolitikan. 

Menurut Ko Swaw Sik (1957), kewarganegaraan ialah ikatan hukum 

antara Negara serta seseorang. Ikatan itu menjadi suatu “kontrak politis” 

antara Negara yang mendapat status sebagai Negara yang berdaulat 

serta diakui karena memiliki tata Negara.Kewarganegaraan ialah bagian 

dari konsep kewargaan. 

Menurut R. Daman, kewarganegaraan ialah istilah hal-hal yang 

berhubungan dengan penduduk dalam suatu bangsa. 

Menurut Graham Murdock (1994), kewarganegaraan ialah hak untuk 

dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial , 

politik serta kehidupan kultural serta untuk dapat membantu menciptakan 

bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka memperbesar ide-ide. 

                                                             
5 Ibid, h. 4. 
6Setiawan Parta, “10 Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli”, Diakses dari  

http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-kewarganegaraan-menurut-para-ahli , pada tanggal 

26 November 2019, pukul 20.00. 
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Berdasarkan pandangan dan teori yang dikemukan oleh para ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan adalah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang kewarganegaraan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan 

warga negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia menjelaskan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu untuk menghindari 

manusia tanpa kewarganegaraan maka sejak  dilahirkan seorang anak berhak 

memperoleh status kewarganegaraan. Sehingga dalam penjelasan Undang-

Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas 

kewarganegaraan, sebagai berikut: 

1) Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan 

berdasarkan negara tempat kelahiran. 

2) Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara 

tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.  

3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu 

kewarganegaraan bagi setiap orang. 

4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Setiap negara diberi hak untuk memakai asas mana yang akan dipilih 

untuk dapat menentukan kewarganegaraan bagi warga negaranya, dan adakalanya 

asas-asas tersebut harus dipakai secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan 

bipatride (dwi kewarganegaraan) atau apartide (tanpa kewarganegraan)7 dan pada 

dasarnya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan  tidak mengenal adanya 

                                                             
7 Mohammad.Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat study Hukum Tata Negara 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, Cet. V, 1983, h. 294. 
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bipatride maupun apartide.8 Betapa pentingnya status kewarganegaraan ini bagi 

semua orang sehingga sebagai bagian dari negara yang berdaulat, wajib bagi kita 

untuk menghormati dan menghargai hak kewarganegaraan seseorang, karena 

status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya 

disingkat HAM) karena manusia mempunyai hak dan kewajiban asasi sebagai 

manusia  (human right and human responsibilities)9.  

Secara filosofis perlindungan hukum bagi WNI telah tertuang secara 

legitimasi dalam UUD 1945. Sejak saat itu, pemikiran tentang HAM memperoleh 

pengakuan secara hukum, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat 

bagi kelanjutan perkembangan pemikiran tentang HAM. Bersamaan dengan itu, 

prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sendi bagi 

penyelenggaraan negara Indonesia merdeka.10 Dan memperoleh status warga 

negara merupakan HAM, bahwa sejak dilahirkan hingga ke lubang kubur status 

kewarganegaraan atau bukan di waktu sekarang ini merupakan hal yang penting 

bagi setiap warga negara Indonesia. 

Secara sosiologis status kewarganegaraan tersebut sangat penting, karena 

setiap manusia mempunyai hak dan tanggung jawab asasi sebagai manusia 

(human being)11 mengingat hubungan antara negara dan peseorangan tersebut 

yang menjadikan status kewarganegaraan menjadi penting. Prinsip bahwa setiap 

negara adalah berdaulat untuk sendiri menentukan siapakah yang merupkan warga 

negaranya. Sebagai konsekuensi dari diterimanya asas ini dapatlah juga 

                                                             
8 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., h. 669.  
9 Ibid, h. 659. 
10 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, h. 28. 
11 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., h. 659. 
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disaksikan bahwa tidak boleh negara lain ikut campur dalam menentukan warga 

negara di negara lain.12 Penentuan status kewarganegaraan menimbulkan dampak 

dimasyarakat, yang mempunyai ikatan lahir batin dengan negaranya. Sehingga 

dalam melakukan hubungan hukum antara warga negara satu dengan negara lain 

diperlukan status kewarganegaraan yang jelas. 

Menteri luar negeri Indonesia mengatakan bahwa hingga tahun 2020 

Indonesia  telah menampung sementara dua gelombang pengungsi Rohingya 

dengan Jumlah total 396 orang. Kedatangan kaum Rohingya di Aceh pada bulan 

Juni dan September 2020, hampir 400 pengungsi Rohingya terdaftar dan 

diberikan penampungan serta bantuan di Lhokseumawe, Aceh Utara. Menurut 

UNHCR Pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat di Aceh yang telah 

menerima dan menawarkan perlindungan bagi para pengungsi, setelah mereka 

menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut dan berkali-kali ditolak untuk 

berlabuh di kawasan Asia Tenggara. Pada 1 Februari 2021, jumlah populasi di 

tempat penampungan tercatat berjumlah 111 individu, mengindikasikan bahwa 

sekitar 280 individu telah meninggalkan tempat penampungan dalam beberapa 

bulan terakhir.13 

Fenomena ini bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia, sebelumnya 

juga ada beberapa kaum dari Rohingya yang menikah dan menetap tinggal di 

Indonesia tanpa memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Kaum Rohinya yang 

berada dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia, yang memilih 

                                                             
12 Sudargo Gautama, Op. Cit., h. 8.  
13 Pernyataan UNHCR Indonesia Berkurangnya jumlah pengungsi Rohingya di 

Lhokseumawe, Aceh Utara, 2 Februari 2021, diakses melalui https://www.unhcr.org/id/wp-

content/uploads/sites/42/2021/02/Pernyataan-UNHCR-Indonesia-2-February-2021-FINAL-1.pdf, 

diakses pada tanggal 26 Mei 2021, pada pukul 12.00 WIB. 
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menikah dengan wanita Indonesia.14 Perkawinan mereka tidak dilarang, tetapi 

hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang memberikan payung hukum 

terhadap perkawinan antara warga negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) 

dengan seorang stateless. “Perkawinan” mereka secara hukum negara tidak dapat 

didaftarkan karena syarat administrasi yang tidak dapat dipenuhi, antara lain:15 

1. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas 

segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang 

saksi. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/surat 

keterangan cerai yang asli dan salinan putusannya. 

2. Foto copy piagam masuk Islam (khusus untuk yang mualaf). 

3. Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir/ID Card. 

4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian. 

5. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila 

yang bersangkutan menetap di Indonesia. 

6. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang bekerja di Indonesia atau bagi 

yang menetap lebih dari satu tahun). 

7. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi atau foto 

copy visa. 

8. Pas Port (foto copy). 

9. Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik 

yang bersangkutan. 

10. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah. 

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Perkawinan) pasal 2 ayat (2) jo pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) 

mengatakan bahwa perkawinan dicatatatkan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, apabila perkawinan hanya dilakukan secara siri maka 

                                                             
14 BBC Indonesia, “Terkatung-katung , pengungsi Rohingya nikahi WNI”, Diakses dari 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150419_rohingya_pengungsi_kisah, pada tanggal 

26 November 2019, pukul 19.00. 
15 Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Pada Tanggal 

20 November 2019, hal tersebut merupakan syarat administrasi yang dilakukan untuk 

melangsungkan perkawinan di KUA. 
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jelas tidak ada satu instansi yang akan mencatatnya, sehingga dapat dikatakan 

perkawinan tersebut illegal karena tidak memiliki akta nikah yang sah menurut 

hukum negara Indonesia. Perkawinan mereka tidak memenuhi unsur kelengkapan 

identitas bagi salah satu pasangan sehingga tidak dapat pula memiliki surat 

pengantar dari catatan sipil dan kepolisian, karena keberadaan stateless person 

tidak diakuin di Indonesia. Syarat dri nomor 2 hingga 10 tidak dapat dipenuhi 

karena tidak ada dokumen identitas, karena semua dokumen-dokumen tersebut 

dapat terpenuhi apabila identitas mereka miliki. 

Indonesia mengenal enam agama, yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, 

Hindu, Budha, dan Konguchu, keenam agama tersebut memiliki syarat dan 

ketentuan masing-masing. Perkawinan dalam agama islam dinilai sebagai salah 

satu ibadah untuk mematuhi perintah Allah SWT dan orang yang melaksanakan 

pernikahan telah dianggap telah memenuhi separuh agamanya. Perkawinan 

memiliki beberapa tujuan terutama untuk meneruskan keturunan dan menjaga 

keberadaan manusia di muka bumi dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh 

agama islam. Hukum asal dari perkawinan adalah “mubah” yaitu boleh, artinya 

suatu kebolehan saja., seperti terdapat dalam salah satu kaidah dalam hukum 

Islam. “Hukum asal sesuatu itu boleh, sampai ada suatu ketentuan yang 

melarangnya.” Sedang menurut Jumhur (umumnya ahli Fiqih) antara lain Imam 

Syafi’i, hukumnya sunnah, karena dengan kawin itu akan dapat memelihara mata 

dan kehormatan seseorang.16 

                                                             
16Djuher. Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum 

Masyarakat, Dewaruci Press, Jakarta, 1983, h.54. 



8 
 

Perkawinan menurut Agama Katholik adalah nikah sebagai satu sakramen. 

Gereja Roma Katholik mendasar ajarannya itu pada Efesus 5:25-33.17 Hukum 

gereja Katholik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan, dengan 

mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari 

sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan 

pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang–orang yang 

dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 1055:1). 

Pada dasarnya bahwa secara iman Kristen, dijelaskan bahwa ada dua 

syarat pernikahan di Gereja. Pertama, sudah dibaptis (sesuatu yang sudah pasti). 

Kedua, sudah naik sidi atau melewati proses katekisasi. Orang yang sudah naik 

sidi dianggap sudah dewasa secara Kristen. Artinya, sudah mengenal ajaran 

kekristenan secara matang. Begitu juga sebaliknya. Seorang akan tetap dianggap 

anak-anak meski sudah berusia tua bila belum melewati naik sidi ini. Ia 

menjelaskan proses naik sidi atau katekisasi ini meliputi pendalaman firman 

Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. 

Perkawinan menurut ajaran Hindu adalahyajna, bentuk kewajiban 

pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa). Perkawinan 

adalah masa awal memasuki kehidupan berumah tangga 

sebagaidharma (kewajiban suci) dengan rangkaian upacara perkawinan Hindu 

yang sangat sakral (vivaha samskara) setelah calon kedua mempelai memenuhi 

syarat agama Hindu dan negara.Ketentuan-ketentuan penting dalam Agama Hindu 

                                                             
17J. Verkuyl, Etika Kristen (seksuil), Jakarta, Gunung Mulia, 1984, cetakan ke-8, h.56. 
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telah terakomodasi dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya yang 

menekankan pernikahan seagama.18 

Ajaran agama Buddha, pernikahan hanya bisa dilakukan antara dua orang 

yang meyakini kebenaran ajaran Budhisme.Pernikahan dalam agama Buddha, 

harus seagama, tidak bisa ditawar-tawar. Ajaran Budhisme, hanya bisa merestui 

pernikahan sesama penganut Buddha. Agama Buddha, tidak dapat memiliki 

ajaran untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda 

keyakinan. Penasehat Sangha Mahayana Indonesia ini menyatakan, pernikahan 

anatara dua orang yang berbeda keyakinan tidak dapat dibenarkan Perkawinan 

beda agama sama halnya dengan “Praktiknya kumpul kebo”. Pernikahan, 

memiliki pijakan hukum dalam ajaran dharma. Pernikahan dalam agama Buddha 

harus tunduk pada hukum Buddha. Dan dalam ajaran Buddha,  pernikahan 

pengikut Buddha, hanya diperkenankan menikahi orang yang memiliki keyakinan 

yang sama.Jika keyakinananya berbeda, akan banyak menimbulkan pertentangan, 

akan menimbulkan suatu masalah.19 

Agama Konghucu, tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan 

terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. Dalam ritual 

perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan 

pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dalam sumpahnya, terdapat 

pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai agama.Matakin 

memandang Li Yuan (upacara pemberkatan) perkawinan hanya dapat 

dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu. Sehingga, bagi 

                                                             
18Hindu tolak kawin beda agama, http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 20 

September 2021, Pada pukul 09.42 WIB. 
19Nikah beda agama budha harus seagama tak bisa di tawar, http://www.republika.co.id, 

diakses pada tanggal 20 September 2021, Pada pukul 10.10 WIB. 
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mempelai yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan Li Yuan. Dalam 

kepercayaan Konghucu, sebuah perkawinan mesti ada pengakuan menjadi umat 

Konghucu.20 

Menurut  ihukum iadat, iperkawinan ibukan isaja imerupakan isoal imengenai 

iorang-orang iyang ibersangkutan i(sebagai isuami iistri), imelainkan ijuga imerupakan 

ikepentingan iseluruh ikeluarga idan ibahkan imasyarakat  iadatpun iikut iberkepentingan 

idalam isoal iperkawinan. iBagi ihukum iadat iperkawinan iitu iadalah iperbuatan-

perbuatan iyang itidak ihanya ibersifat  ikeduniaan, imelainkan ijuga ibersifat ikebatinan 

iatau ikeagamaan.21 

Negara adalah suatu organisasi masyarakat manusia yang bersama-sama 

mendiami suatu wilayah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. 

Anggota dari masyarakat manusia tersebut dinamakan “warga negara”, untuk 

membedakan dari yang bukan anggota masyarakat negara yang bersangkutan, 

yang disebut “orang asing”. Warga-warga negara dan orang-orang asing yang 

bersama-sama berdiam dalam wilayah suatu negara, disebut “penduduk” dari 

negara yang bersangkutan.22 

 Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungan dengan 

negara disebut warga negara. Warga negara itu mempunyai kewajiban-kewajiban 

terhadap negara, dan sekaligus juga mempunyai hak-hak yang wajib diberikan 

dan dilindungi oleh negara.23 Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 1 

                                                             
20Ibid 
21 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi), Kencana, Jakarta,  2013, h. 64. 
22 Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 

Timur, 1984, h. 169. 

23 Mohammad Kusnardi, Op.Cit., h. 291. 
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angka 1, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk mendapatkan status 

kewarganegaraan, status kewarganegaran bagi seseorang menimbulkan akibat 

yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada 

dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang 

sama di depan hukum. 

Status kewarganegaaran tidak dapat dilepaskan dalam diri seseorang, 

karena melalui status kewarganegaraan seseorang mendapatkan perlindungan 

hukum tanpa diskriminasi. Dan status kewarganegaraan merupakan HAM dan 

yang bertanggung jawab untuk melindungi HAM seseorang adalah negara. 

Karena pada dasarnya HAM adalah sebuah jalan untuk menjalankan konsep 

keadilan tertentu. Ketika hak-hak ini disangkal secara sistematis, tuntutan HAM 

sangatlah revolusioner, karena pada umumnya HAM dihormati dan harus 

dipenuhi. Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengatur tentang adanya 

stateless person sehingga stateless person tidak memiliki hak dan kewajiban serta 

perlindungan hukum apabila mereka menetap di Indonesia. Stateless person 

adalah manusia yang tidak memiliki kewarganegaraan sehingga keberdaannya 

tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari negara. 

Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh 

keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan memelihara 

manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal 
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dan memperbesar tanggung jawab.24 Meskipun tujuan utama dari perkawinan 

tidak sepenuhnya sebagaimana pendapat tersebut, namun perkawinan legal 

maupun illegal tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan keturunan. 

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat 

hukum, karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan keluarga, 

hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan 

lahirnya anak tersebut.25 

Kasus diatas perkawinan siri (illegal) antara WNI dan stateless tersebut 

akan menghasilkan anak yang menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak 

luar kawin).26 Dari segi administrasi pencatatan kelahiran, anak yang diluar kawin 

hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang 

menjadi ayahnya.27 Hal itu sebagai konsekuensi dari Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan bahwa kelahiran seorang anak melalui perkawinan yang tidak sah 

(anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya.28 

Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar nikah dapat memiliki hak 

atas ayahnya dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan, sehingga asal 43 

ayat (1) UU Perkawinan tidak berlaku. 

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang 

sah dalam pandangan hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan 

sensitif. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan 

anak luar kawin merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang 

                                                             
24 Soetojo Prawirihamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di 

Indonesia, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, h. 28-29. 
25 Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK 

Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, h. 3. 
26 Ibid, h. 7. 
27 Ibid, h. 17. 
28 Ibid, h. 7.  
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serius, mengingat dampak dari perseoalan tersebut bukan hanya berhubungan 

dengan masalah hukum dari segala aspek yang menyertainya, namun juga 

menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-

anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi 

yang memiliki tanggung jawab yang  besar dalam memikul masa depan bangsa.29 

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebuah perjanjian internasional yang 

mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. 

Perjanjian ini diadopsi dari perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 

November 1989. Indonesia adalah  salah satu negara yang meratifikasi konvensi 

hak-hak anak oleh karena itu Indonesia mempunyai komitmen menurut hukum 

nasional untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak-

hak anak di Indonesia. Konvensi ini meminta pemerintah dari seluruh dunia 

menghormati dan menjujung hak-hak anak, terutama melalui undang-undang 

yang mereka kembangkan ditingkat nasional. Namun demikian agar anak-anak 

dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh konvensi itu harus dihormati dan 

dipromosikan oleh semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk 

mendidik, kepada anak-anak sendiri.30 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah perkawinan WNI dan Stateless Person Legal di Indonesia? 

2. Apa akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan Stateless Person 

dan jelaskan bagaimana cara perlindungan hukumnya? 

                                                             
29 Ibid, h. 8. 

 
30 “Hak Asasi Manusia”, Diakses dari https://equitas.org/wp-

content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf, pada tanggal 26 November 2019, pukul 03.24 

WIB. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan Praktis penelitian ini untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap perkawinan campuran antara WNI dengan stateless yang merupakan 

orang asing di Indonesia. Apakah Indonesia dapat serta merta memberikan status 

kewarganegaraan bagi orang asing melalui naturalisasi, perkawinan maupun 

dengan memberikan status kewarganegaraan oleh pemerintah Republik 

Indonesia.31 Dan bagaimana upaya negara untuk melindungi hak-hak anak, yang 

merupakan status kewarganegaraan dan harus dipenuhi semua haknya. Dan 

bagaimana pemerintah melindungi anak dari akta kelahiran yang dicantumkan 

tanpa nama ayahnya, karena perkawinan campuran kedua orang tuanya.  

 Tujuan penelitian secara teoritis karena penelitian ini dilakukan untuk 

kajian akademis. Hal ini dilakukan sebagai kepentingan akademis untuk mengkaji 

suatu rumusan masalah yang ditimbulkan dari isu hukum untuk diselesaikan 

dalam sebuah analisis hukum yang akan menghasilkan sebuah kajian akademis 

yang berbentuk tesis karena ilmu hukum menetapkan standart prosedur, 

ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.32 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis penelitian ini digunakan untuk keperluan akademis dalam 

menyusun sebuah karya akademis. Dan manfaat dilakukan penelitian ini 

adalah untuk menemukan hukum dengan berbagai metode penemuan 

hukum dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum tujuannya 

                                                             
31 Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 

2012, h. 5. 

 32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 

2005, h. 22.  
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untuk menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat kelulusan bagi 

mahasiswa strata dua. 

2. Manfaat praktis penelitian ini, agar ada kejelasan dalam perlindungan 

hukum yang akan diberikan oleh Indonesia terhadap stateless yang 

ditinggal dan memiliki keluarga di Indonesia. Dan pemberikan jaminan 

perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara orang 

tua yang stateless dan WNI. 

1.5 Kajian Pustaka 

a. Status Kewarganegaraan  

Negara iadalah isuatu iorganisasi imasyarakat  imanusia iyang ibersama-sama  

imendiami isuatu iwilayah itertentu idan imempunyai ipemerintah iyang iberdaulat. 

iAnggota idari imasyarakat  imanusia itersebut idinamakan i“warga inegara”, iuntuk 

imembedakan idari iyang ibukan ianggota imasyarakat  inegara iyang ibersangkutan,  iyang  

idisebut i“orang iasing”. iWarga-warga inegara idan iorang-orang iasing iyang ibersama-

sama iberdiam idalam iwilayah isuatu inegara, idisebut  i“penduduk” idari inegara iyang 

ibersangkutan.33 

 Rakyat iyang imenetap idi isuatu iwilayah itertentu, idalam ihubungan idengan 

inegara idisebut  iwarga inegara. iWarga inegara iitu imempunyai ikewajiban-kewajiban 

iterhadap inegara, idan isekaligus ijuga imempunyai ihak-hak iyang iwajib idiberikan idan 

idilindungi ioleh inegara.34
 iDalam iUndang-Undang iKewarganegaraan iRepublik 

iIndonesia ipasal i1 iangka i1, iwarga inegara iadalah iwarga isuatu inegara iyang iditetapkan 

iberdasarkan iperaturan iperundang-undangan. 

                                                             
33 Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 

Timur, 1984, h. 69. 
34 Mohammad Kusnardi, Op.Cit., H. 291. 
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 Tanpa iwarga-warga isuatu inegara ibelum isempurna. iWarga-warga iini 

imerupakan isuatu ianasir iyang itak idapat idielakkan ibila isuatu iorganisasi ihendak 

imemperkenalkan idiri isebagai isuatu inegara. iNegara iRepublik iIndonesia 

idiperkenalkan isebagai isuatu inegara iyang imerdeka idan iberdaulat. iMaka inegara ikita 

ipun itak iterkecuali idari iapa iyang iditetapkan isebagai isyarat imutlak iuntuk idapat idiakui 

isebagai iyang idemikian. iSehingga inegara iIndonesia ijuga iharus imemilki iwarga-

warganya itersendiri.35 

 Negara iberhak imenentukan isiapa iyang imenjadi iwarga inegara imaupun iorang 

iasing. iDalam imenentukan isiapa-siapa imerupakan iwarganya isetiap inegara iadalah 

iberdaulat.36
 iArtinya ibahwa isetiap inegara idapat imenentukan isendiri idengan isecara 

ibebas isiapakah iyang idikendakinya isebagai iwarganegara, idan isiapa iyang itidak. iHal 

iini idapat idipandang isuatu ihak iyang itidak idapat idilepaskan idaripada ikedaulatan 

inegara imasing-masing. iSiapa iyang imerupakan iwarga inegara iIndonesia, iitulah 

imerupakan ihak iRepublik iIndonesia iuntuk imenentukan. iNegara-negara ilain itidak 

idapat iikut icampur.37
 iKebebasan iuntuk i imenentukan isiapa-siapa iyang itermasuk 

iwarga inegaranya, isuatu inegara itidak idapat imelanggar iapa iyang iterkenal isebagai 

i“general iprinciples” idi ilapangan ihukum iinternasional iyang iberkenaan idengan 

ikewarganegaraan. iHarus iada ipersesuaian idengan iapa iyang iditerima idalam 

ikonvensi-konvensi iinternasional, ikebiasaan iinternasional idan iprinsip-prinsip 

ihukum iyang iumum isecara iinternasional iditerima idibidang ikewarganegaraan.38 

                                                             
35 Sudargo Gautama, Op.Cit., h. 4. 
36 Bdgk, misalnya Konvensi untuk kodifikasi Hukum Internasional tetap. Untuk contoh-

contoh lihat Stuyt, The general Prinsiples of law, as applied by international tribunals, 1946, h. 99 

dan seterusnya. Dikutip dari Sudargo Gautama, Loc.Cit., h. 6. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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 Disamping iitu idalam isuatu inegara iada ikalanya idijumpai igolongan iyang 

idisebut iminoriteit, imenurut  iWolhoff iyang idikutip ioleh iAbubakar iBusro idan iAbu 

iDaud iBusro idalam ibukunya iHukum iTata iNegara iminoriteit iadalah igolongan iorang 

iyang iberjumlah ikecil,  iyang isecara iyuridis imemiliki i istatus ikewarganegaraan inegara 

inasional itertentu iakan itetapi imemiliki isifat-sifat ibatin-lahir isosial ikebudayaan iyang 

iberbeda idari ibangsa iitu, isehingga igolongan ikecil iitu ibelum idiassimilasikan  

isepenuhnya idalam ibangsa iitu.39 

 Status ikewarganegaraan imengandung idua iaspek, iyaitu40
 i: 

a. Aspek iYuridis 

Dari isudut ipandang iyuridis, ikewarganegaraan iadalah imerupakan isuatu 

istatus ihukum ikenegaraan, isuatu ikompleks ihak idan ikewajiban, ikhususnya  

idibidang ihukum ipublik, iyang idimiliki ioleh iorang iasing. 

b. Aspek isosial ibudaya i 

Dari isegi isosial ibudaya, ikewarganegaraan imerupakan ikeanggotaan isuatu 

ibangsa itertentu, iyakni isejumlah imanusia iyang iterikat  isatu idengan iyang  

ilainnya ikarena ikesatuan ibahasa, ikehidupan isosial idan ibudaya iserta 

ikesadaran inasionalnya. 

Status ikewarganegaraan isecara iyuridis idiatur ioleh iperaturan iperundangan 

inasional itiap inegara. iKarena ipada ihakikatnya iadalah ihak isetiap inegara iuntuk 

imenetapkan isiapa-siapa iwarga inegaranya, iserta imenentukan isendiri isyarat-syarat 

iuntuk imenjadi iwarga inegaranya.41 

b. iAsas iKewarganegaraan i 

Pada idasarnya ipengaturan ikewarganegaraan iditentukan ioleh iprinsip iius isoli 

idan iius isanguinis, iartinya ikewarganegaraan iseseorang iditentukan iberdasarkan 

inegara itempat ikelahiran idan ipertalian idarah.42
 iDisamping iitu idiatur ijuga iapakah 

iseseorang iwarga inegara iitu idapat imulti ipatride i(banyak ikewarganegaraan) iatau 

                                                             
39 Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, Op.Cit., h. 169. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Padmo Wahjono, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 

1984, h. 63. 



18 
 

imenjadi itanpa ikewarganegaraan i(stateless). iSetiap inegara idapat imengatur 

ikewarganegaraan iseseorang iberdasarkan iprinsip itersebut idiatas. iPengaturan idalam 

iUndang-Undang iKewarganegaraan iRepublik iIndonesia iapa idasarnya imenghindari 

ikewarganegaraan irangkap imaupun itanpa ikewarganegaraan.43  

Adapun iasas ikewaranegaraan iyang imula-mula idipergunakan isebagai idasar  

idalam imenentukan itermasuk itidaknya iseseorang idalam igolongan iwarga inegara 

iialah44
 i: 

a. Asas iketurunan iatau iasas iius isanguinis i 

b. Asas itempat ikelahiran iatau iasas iius isoli.  

Asas iius isanguinis imenetapkan ikewarganegaraan iseorang imenurut ipertalian 

iatau iketurunan idari iorang ibersangkutan. iJadi iyang imenentukan ikewarganegaraan 

iseseorang iialah ikewarganegaraan iorang ituanya, idengan itidak imengindahkan idi 

imana iia isendiri idan iorang ituanya iberada idan idilahirkan. i 

Asas iius isoli imenetapkan ikewarganegaraan iseseorang imenurut idaerah iatau 

itempat iia idilahirkan. 

Dengan iius isoli idimaksudkan ibahwa ikewarganegaraan iseseorang iditentukan 

ioleh itempat ikelahirannya. iAsas iini idianut  iterutama ioleh iyang idisebut  inegara-negara 

iimigrasi idi iantaranya iAmerika iSerikat, iAustralia idan iCanada, iyang imemperoleh 

imanfaat idari ipadanya ianak-anak ipara iimigran idi inegara itersebut  imaka iterputuslah 

ihubungan ianak iyang ibaru ilahir idengan inegara iasal iorang ituanya.45 

Sedangkan iius isanguinis idimaksudkan ibahwa ikewarganegaraan iseseorang 

iditentukan ioleh iketurunan iorang iyang ibersangkutan. iAsas iini imenguntungkan 

                                                             
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, Op.Cit., h. 172. 
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inegara ipenganutnya ikarena idi inegara imanapun iwarga inegaranya iberdomisili idan 

imelahirkan ianaknya, ihubungan iantara ianak iyang ibaru ilahir idan inegara iasal iorang 

ituanya itidak iterputus idan itetap imenjadi iwarga inegara idari inegara iasal iorang ituanya 

iselama iorang ituanya itidak imelepaskan ikewarganegaraan.46 

Prinsip iyang idianut idalam imasalah ikewarganegaraan idalam 

iperkembangannya ikemudian imenjurus ipada ipengertian iras, ipada iasas iketurunan.  

iSehingga iharus idipandang ijuga isebagai ikeanggotaan isesuatu ibangsa itertentu iyang 

iterikat isatu isama ilainnya ikarena ikesatuan ibahasa, ikesatuan isosio ibudaya idan 

ikesadaran inasionalnya.  iSeperti ihalnnya idi iIndonesia, isikap iseseorang iserta ibahasa  

imaupun ipengetahuannya itentang isejarah iIndonesia itelah imenjadi isyarat iuntuk idapat 

imemperoleh iKewarganegaraan iIndonesia. iProses itersebut ioleh iSudargo iGautama 

idisebut idengan iSociologische inationaliteit idijadikan isyarat  iuntuk ijuridische 

inationaliteit.47
 iMaksudnya ibahwa iuntuk imemperoleh isuatu ikewarganegaraan, itidak 

isemata-mata itergantung ipada ipersyaratan iyuridis imelainkan iharus imemenuhi ipula 

ipersyaratan isosiologis, isupaya iyang ibersangkutan isebagai iwarga inegara ibenar-

benar imampu imembaurkan idirinya idalam ibangsa iitu.48 

c. iPerkawinan i 

Dalam iPasal i1 iUndang-Undang iPerkawinan, iPerkawinan iadalah iikatan ilahir  

ibatin iantara iseorang ipria idan iseorang iwanita isebagai isuami iistri idengan itujuan 

imembentuk ikeluarga iatau irumah itangga iyang ibahagia idan ikekal iberdasarkan 

iKetuhanan iYang iMaha iEsa. iPasal itersebut  imenjelaskan ibahwa isebagai inegara iyang 

                                                             
46 Ibid, h. 173. 
47 Ibid, h. 174,  dikutip dari Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing, Alumni, 

Bandung, 1975, h. 92. 
48 Ibid. 
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iberdasarkan iPancasila, idimana isila iyang ipertama iialah iKetuhanan iYang iMaha iEsa, i 

imaka iperkawinan imempunyai ihubungan iyang ierat isekali idengan iagama/kerohanian 

isehingga iperkawinan ibukan isaja imempunyai iperanan iyang ipenting. iMembentuk 

ikeluarga iyang ibahagia irapat ihubungan idengan iketurun, iyang ipula imerupakan 

itujuan iperkawinan, ipemeliharaan idan ipendidikan imenjadi ihak idan ikewajiban iorang 

itua. 

Menurut  ihukum iadat, iperkawinan ibukan isaja imerupakan isoal imengenai 

iorang-orang iyang ibersangkutan i(sebagai isuami iistri), imelainkan ijuga imerupakan 

ikepentingan iseluruh ikeluarga idan ibahkan imasyarakat  iadatpun iikut iberkepentingan 

idalam isoal iperkawinan. iBagi ihukum iadat iperkawinan iitu iadalah iperbuatan-

perbuatan iyang itidak ihanya ibersifat  ikeduniaan, imelainkan ijuga ibersifat ikebatinan 

iatau ikeagamaan.49 

Mengenai itujuan iperkawinan imenurut ihukum iadat ipada iumumnya iadalah 

iuntuk imempertahankan idan imeneruskan ikelangsungan ihidup idan ikehidupan 

imasyarakat  iadatnya. iNamun ikarena isistem ikekerabatan iatau ikekeluargaan imasing-

masing imasyarakat iberlainan, imaka ipenekanan idari itujuan iperkawinanpun 

idisesuaikan idengan isistem ikekeluargaanya.50 

Hukum iperkawinan idalam ikepustakaan ihukum iislam, idisebut  ifiqih 

imunakahat  iyaitu iketentuan-ketentuan ihukum ifiqih iyang imengatur isoal inikah, italak,  

irujuk, iserta ipersoalan ihidup ikeluarga ilainnya. iSedangkan iperkataan iperkawinan iitu 

isendiri imenurut  iilmu ifiqih idisebut idengan iistilah inikah, iyang imengandung idua iarti,  

iyaitu i(1) iarti imenurut ibahasa iadalah i“berkumpul iatau ibersetubuh” i(wata’), idan i“arti 

                                                             
49 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi), Kencana, Jakarta,  2013, h. 64. 
50 Ibid. 
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imenurut ihukum iadalah iakad iatau iperjanjian i(suci) idengan ilafal itertentu iantara 

iseorang ilaki-laki idengan iseorang iperempuan iuntuk ihidup ibersama isebagai isuami 

iistri.51 

Dalam iKitab iUndang-Undang iHukum iPerdata i(Burgerlijk iWetboek iatau 

iBW) itentang iperkawinan idiatur idalam ipasal i26 isampai idengan ipasal i102 iBW.  

iDalam iBW iperkawinan idipandang ihanya idalam ihubungan ikeperdataan isaja. iAkan 

itetapi ipara iSarjana iHukum, iantara ilain iAsser, iScholten idan iWiarda imemberikan 

idefinisi ibahwa iperkawinan iadalah isuatu ipersekutuan iantara iseorang ipria idengan 

iseorang iwanita iyang idiakui ioleh inegara iuntuk ihidup ibersama/bersekutu iyang  

ikekal.52 

Dengan idemikian idefinisi itersebut  idapat iditunjukkan iessensi iperkawinan 

isebagai ilembaga ihukum, ibaik iessensi iyang iterkandung idi idalamnya, imaupun 

iessensi iyang itidak iterkandung idi idalamnya. iDefinisi itersebut  itidak imemberi 

ipetunjuk iadanya isenggama i(geslachtsgemeenschap). iWalaupun iperbedaan ikelamin 

imerupakan idasar idari isuatu iperkawinan, inamun ikemungkinan isenggama itidak 

imutlak ibagi iperkawinan.53
 i 

Sehingga idalam ipenjelasan iUndang-Undang iPerkawinan idi iIndonesia,  

ibahwa itujuan idari iperkawinan iadalah iuntuk imembentuk ikeluarga iyang ibahagia idan 

ikekal. iUntuk iitu isuami iistri iperlu isaling imembantu idan imelengkapi, iagar  imasing-

masing idapat imengembangkan ikepribadiannya imembantu idan imencapai 

ikesejahteraan ispiritual idan imaterial. i 

d. iAnak i 

                                                             
51 Ibid.  
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Pengertian ianak idalam ipenjelasan imum iUndang-Undang iNomor i35 iTahun 

i2014 iTentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2002 iTentang 

iPerlindungan iAnak, iAnak iadalah iamanah isekaligus ikarunia iTuhan iYang iMaha iEsa,  

iyang isenantiasa iharus ikita ijaga ikarena idalam idirinya imelekat iharkat, imartabat, idan 

ihak-hak isebagai imanusia iyang iharus idijunjung itinggi. iHak iasasi ianak imerupakan 

ibagian idari ihak iasasi imanusia iyang itermuat idalam iUndang-Undang iDasar i1945 idan 

iKonvensi iPerserikatan iBangsa-Bangsa itentang iHak iAnak. iAnak iperlu imendapat  

ikesempatan iyang iseluas-luasnya iuntuk itumbuh idan iberkembang isecara ioptimal,  

ibaik ifisik, imental, imaupun isosial. iUntuk iitu, iperlu idilakukan iupaya iperlindungan 

iuntuk imewujudkan ikesejahteraan ianak idengan imemberikan ijaminan iterhadap 

ipemenuhan ihak-haknya itanpa iperlakuan idiskriminatif. 

Anak imerupakan iinsan ipribadi i(persoon) iyang imemilki idimensi ikhusus  

idalam ikehidupannya, idimana iselain itumbuh ikembangnya imemerlukan ibantuan 

iorang itua, ifaktor ilingkungan ijuga imemiliki iperanan iyang isangat ipenting idalam 

imempengaruhi ikepribadian isi ianak iketika imenyongsong ifase ikedewasaannya  

ikelak.54
 iUndang-Undang imemberikan ibeberapa ipandangan itentang iterminologi 

ianak iberdasarkan ifungsi idan ikedudukannya iantara ilain isebagai iberikut: 

Undang-Undang iNomor i35 iTahun i2014 iTentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang 

iNomor i23 iTahun i2002 iTentang iPerlindungan iAnak: 

Anak iadalah ibagian iyang itidak iterpisahkan idari ikeberlangsungan ihidup 

imanusia idan ikeberlangsungan isebuah ibangsa idan inegara. iAgar ikelak  

imampu ibertanggung ijawab idalam ikeberlangsungan ibangsa idan inegara,  

isetiap iAnak iperlu imendapat  ikesempatan iyang iseluas-luasnya iuntuk itumbuh 

idan iberkembang isecara ioptimal, ibaik ifisik, imental,  imaupun isosial. iUntuk 

iitu, iperlu idilakukan iupaya iperlindungan iuntuk imewujudkan ikesejahteraan i 

iAnak idengan imemberikan ijaminan iterhadap ipemenuhan ihak-haknya itanpa 

iperlakuan idiskriminatif. i 

                                                             
54 Witanto, Op.Cit., h. 6. 
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 iUndang-Undang iNomor i4 iTahun i1979 itentang iKesejahteraan iAnak: 

Anak iadalah ipotensi iserta ipenerus icita-cita ibangsa iyang idasar-dasarnya 

itelah idiletakan ioleh igenerasi isebelumnya. 

Peraturan iPemerintah iNomor i54 iTahun i2007 itentang iPengangkatan iAnak: 

Anak imerupakan ibagian idari igenerasi imuda, ipenerus icita-cita iperjuangan 

ibangsa idan isumber idaya imanusia ibagi ipembangunan inasional. 

Secara sosial dikatakan ibahwa ianak imerupakan imakhluk iyang 

imembutuhkan ipemeliharaan ikasih isayang idan itempat ibagi iperkembangannya.  

iSelain iitu ianak imerupakan ibagian idari ikeluarga, idan ikeluarga imemberi ikesempatan 

ibagi ianak iuntuk ibelajar itingkah ilaku iyang ipenting iuntuk iperkembangan iyang icukup 

ibaik idalam ikehidupan ibersama-sama. i iDari ibeberapa iterminologi idi iatas ipada 

iprinsipnya ianak imemiliki iperanan ipenting idan istrategis idalam imemikul itanggung 

ijawab imasa idepan ibangsa. iAnak imempunyai iciri idalam idimensi ikehidupan ikhusus 

isehingga itidak ibisa idilepaskan idari iperanan iorang itua idalam imemelihara idan 

imendidiknya ihingga iia imencapai imasa ikedewasaan.55 

Anak baik isecara irohani, ijasmani imaupun isosial ibelum imemiliki 

ikemampuan iuntuk iberdiri isendiri, imaka imenjadi ikewajiban ibagi igenerasi iyang 

iterdahulu iuntuk i imenjamin, imemelihara idan imengamankan ikepentingan ianak iitu. 

iPemeliharaan, ijaminan idan ipengamanan ikepentingan iini iselayaknya idilakukan ioleh 

ipihak-pihak iyang imengasuhnya idibawah ipengawasan idan ibimbingan inegara, idan 

ibilamana iperlu, ioleh inegara isendiri. iKarena ikewajiban iinilah, imaka iyang 

ibertanggung ijawab iatas iasuhan ianak iwajib ipula imelindunginya idari igangguan-

gangguan iyang idatang idari iluar imaupun idari ianak iitu isendiri. iAsuhan ianak,  

ipertama-tama idan iterutama imenjadi ikewajiban idan itanggung ijawab iorang itua 

                                                             
55 Ibid. 
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idikelangsungan itata isosial imaupun iuntuk ikepentingan ianak iitu isendiri,  iperlu iada 

ipihak iyang imelindunginya ihal itersebut  itertuang idalam ipenjelasan iumum iUndang-

Undang iNomor i4 iTahun i1979 iTentang iKesejahteraan iAnak. 

1.6 iMetode iPenelitian 

1.6.1 iTipe iPenelitian i 

 Aturan hukum yang digunakan untuk menunjang penulisan ini,  imaka 

idiperlukan imengumpulkan ibahan-bahan ihukum iyang irelevan iuntuk idijadikan 

ipertimbangan idalam imengkaji isuatu irumusan imasalah iyang itimbul idari iisu ihukum 

isehingga idapat imemberikan isuatu ipenelitian ihukum iterkait idengan iperlindungan 

inegara iterhadap iperkawinan isirih i ianatara iWNI idan istateless iyang iakan 

imenghasilkan ianak idalam iperkawinan itersebut idan ibagaimana inegara imelindungi 

ihak idari ianak itersebut. 

 Penelitian ini imenggunakan idoctrinal iresearch, iyang imerupakan isuatu 

iproses iuntuk imenemukan iaturan ihukum, iprinsip-prinsip ihukum, imaupun idoktrin-

doktrin ihukum iguna imenjawab iisu ihukum iyang idihadapi.56
 i i ikarena imenurut  isaya 

idengan imenggunakan iaturan-aturan iyang iada, ibaik isecara iHAM iInternasional 

imaupun iHAM inasional iterkait idengan iwewenang inegara idalam imemberikan 

iperlindungan iterhadap iwarganya iterkait  idengan istatus ikewarganegraan iIndonesia 

iyang imelekat  ipada idiri iseseorang. iperlindungan ianak, ibaik ihak ianak idalam 

imendapatkan istatus ikewarganegaraan iagar imendapatkan ikepastian idan 

iperlindungan ihukum, iagar isi ianak itersebut istatusnya imenjadi ijelas idan itidak 

imenimbulkan ikekosongan ikewarganegaraan isehingga ihaknya isebagai ianak iuntuk 

imendapatkan iperlindungan iyang isama itanpa idiskriminasi idan ihaknya iuntuk idapat 

                                                             
 56 Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, 

Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 35. 
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imengekspresikan idiri imelalui iperkembangan iyang idia iperoleh isecara iyuridis  

isehingga itidak idapat idi iciderai ioleh isiapapun. 

1.6.2 iPendekatan iMasalah i 

 Penelitian ini iterkait idengan ipentingnya imelindungi istatus iwarga inegara 

iIndonesia iyang imelakukan iperkawinan icampuran idengan istateless, imaka isaya  

imenggunakan ipendekatan iperundang-undangan iyang imeliputi itelaah iyang 

idigunakan imelalui iperundang-undangan iyang iberlaku ibagi isecara iInternasioal 

imaupun isecara iNasional. Rumusan masalah idalam iisu ihukum itersebut  idapat 

iterpecahkan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ikonseptual imelalui 

ipandangan-pandangan iserta idoktrin iyang iada imaka idapat idisimpulkan isuatu 

ipenemuan ihukum iberdasarkan iide-ide iyang iberkembang. 

 Pendekatan iundang-undang i(statute iapproach) idilakukan idengan imenelaah 

isemua iundang-undang idan iregulasi iyang iada isangkut  ipautnya idengan iisu ihukum 

iyang isedang iditangani. iBagi ipenelitian iuntuk ikegiatan iakademis, ipeneliti iperlu 

imencari iratio ilegis idan idasar iontologism ilahirnya iundang-undang itersebut. 

iSehingga idapat iditemukan isuatu iaturan iyang irelevan iuntuk imemecahkan imasalah 

itersebut.57
 i 

 Pendekatan ikonseptual i(conceptual iapproach)  idilakukan idengan imencari 

iteori iserta idoktrin iyang itelah iada iuntuk idijadikan isuatu iacuan iagar idapat imemahami 

isuatu ipandangan-pandangan idan idoktrin-doktrin idalam imembangun isuatu 

iargumentasi ihukum idalam imemecahkan iisu iyang isedang idihadapi.58
 i 

1.6.3 iSumber iBahan iHukum i 

a. Bahan iHukum iPrimer i 

                                                             
57 Ibid, h. 93-94. 
58 Ibid, h. 95. 
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Pemecahan rumusan masalah yang telah ditentukan idalam ipenelitan 

ihukum, imaka idiperlukan isumber ihukum iprimer  idalam imengkaji imasalah iini.  

iSumber ihukum iprimer iyang isaya igunakan idalam imenulis itesis iini iantara ilain i: 

iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia i1945, iUndang-undang iNomor 

i12 iTahun i2006 iTentang iKewarganegaraan, iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i2011 

iTentang iKeimigrasian, iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2015 iTentang 

iPengesahan iInternatinal iCovenant ion iCivil iand iPolitical iRight i(Konvenan 

iInternasional iTentang iHak-Hak iSipil idan iPolitik, iUndang-Undang iNomor i1 iTahun 

i1974 iTentang iPerkawinan, iUndang-Undang iNomor i39 iTahun i1999 iTentang iHak  

iAsasi iManusia, iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2002 iTentang iPerlindungan 

iAnak, iDeklarasi iUniversal iHak iAsasi iManusia, iKonvensi iTahun i1951 iTentang 

iPengungsi idan iKonvensi iHak-Hak iAnak. i 

b. Bahan iHukum iSekunder 

Bahan ihukum iprimer yang dibutuhkan iuntuk imemecahkan imasalah idalam 

irumusan imasalah idiatas, imaka idiperlukan ibuku-buku ibacaan iyang iterkait  idengan 

itema idiatas. iBuku-buku ibacaan, ijurnal ihukum, imaupun idokrin ipara iahli iyang isaya 

igunakan iantara ilain iterkait idengan ipembahasan iHAM, ipengungsian,  

ikependudukan, iperkawinan, ikeimigrasian idan iperlindungan iterhadap ianak. iBahan 

ihukum isekunder itersebut  idikumpulkan iuntuk imempelajari ikonsep idan iakan 

imenunjang iargumentasi isaya idalam ipenilitan ihukum iini. 

c. Bahan iHukum iTersier i 

Penulisan yang digunakan selain bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, juga imenggunakan ibahan ihukum itambahan iuntuk imemudahkan isaya  

idalam imemecahkan irumusan imasalah iini. iSaya imenggunakan ikamus ihukum,  



27 
 

ienslikopedia, imaupun iartikel idan ikutipan idari iinternet. iGuna ipengumpulan ibahan 

ihukum itersier iini iuntuk imenunjang itulisan isaya iagar idapat idipahami ioleh 

imasayarakat  iyang imembacanya. 

1.6.4 iLangkah iPenelitian 

a. iLangkah iPengumpulan iData 

 Terhadap idata iyang isudah idiperoleh, imelalui idata iprimer, isekunder idan 

itersier, imaka idilakukan ipengolahan idata, iyakni ikegiatan iuntuk imengadakan 

isistematisasi iterhadap ibahan-bahan ihukum itertulis.59
 iBerdasarkan irumusan 

imasalah idan itujuan ipenelitian, imaka ianalisis ibahan ihukum idilakukan idengan icara 

iinterpretasi isebagai ipenerapan ibahwa iundang-undang iataupun iperaturan iyang 

iberlaku isudah iterlaksana idengan isepenuhnya iatau ibelum, isehingga irumusan 

imasalah iyang itelah iditentukan isebelumnya idapat iterselesaikan idengan itawaran 

isolusi iyang iakan idiberikan.Pengumpulan ibahan ihukum idapat ikita itemukan ipada 

isaat imengumpulkan iperundang-undangan iyang itersedia idalam ihukum inasional 

imaupun ihukum iinternasional. 

b. iLangkah iAnalisis 

 Type penelitian ini adalah yuridis-doctrinal sehingga menggunakan 

metode deduksi yaitu pembahasan yang bermula dari hal-hal umum yaitu literatur 

perundang-undangan kemudian berdasarkan irumusan imasalah idan itujuan 

ipenelitian, sehingga menghasilkan jawaban yang khusus.   

1.7 iPertanggungjawaban iSistematis i 

Penelitian iini iterbagi imenjadi i4 i(empat) ibab, iyang imasing-masing ibabnya 

imemiliki iketerkaitan. iAdapun iisi idari ibab-bab itersebut  iadalah: 

                                                             
59 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., h. 251. 
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Bab iI imerupakan IBAB IPENDAHULUAN iyang iterdiri idari 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Kajian Pustaka  

1.6 Metode Penelitian 

a. Tipe Penelitian 

b. Pendekatan  

c. Sumber Bahan Hukum 

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika 

Bab iII imerupakan ipembahasan imengenai IKEABSAHAN IPERKAWINAN  

IANTARA IWNI IDAN ISTATELESS IPERSON IYANG ITERJADI IDI IINDONESIA 

2.1 Status Kewarganegaraan 

2.2 Hak dan Kewajiban WNI 

2.3 Orang Tanpa Status Kewarganegaraan (stateless) 

2.4 Status Kewarganegaraan Bagi Orang Rohingya(Stateless) 

2.4 Status Kewarganegaraan Bagi Orang Rohingya (Stateless) 

Bab iIII imembahas itentang AKIBAT HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR 

DARI PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN 

STATELESS PERSON 

3.1 Perlindungan Terhadap Anak  

3.2 Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

3.3 Status Kewarganegaraan (Anak Luar Kawin) 

3.4 Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum dalam Pencatatan Kelahiran 

3.5 Pengaruh Deportasi Bagi Orang Tua Stateless Terhadap Anak 

3.6 Peran Negara Dalam Melindungi Status Kewarganegaraan Bagi Seseorang 

Bab iIV imerupakan ibagian IBAB PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1 Saran 


